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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa efektif akad musyarakah dalam
memberikan dukungan terhadap pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode penelitian perpustakaan. Penelitian ini
berfokus pada pengenalan kendala- kendala dalam penerapan akad musyarakah dan mengusulkan
altematif solusi yang dapat meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.
Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun pembiayaan musyarakah memiliki potensi
yang signifikan untuk memperkuat sektor UMKM, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai
tantangan, seperti minimnya literasi mengenai syariah, ketidaksesuaian dalam menentukan nisbah,
rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan UMKM, serta lemahnya pengawasan
dari lembaga keuangan yang berbasis syariah. Oleh karena itu, dibutuhk an kolaborasi antara
edukasi kepada pelaku UMKM dan peningkatan peran aktif lembaga keuangan syariah dalam
mendampingi serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad musyarakah. Diharapkan
pendekatan ini dapat menciptakan pembiayaan yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip
syariah.

Kata Kunci: Musyarakah, Pembiayaan Syariah, UMKM, Bagi Hasil, Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung
perekonomian Indonesia, dengan usaha mikro menempati porsi terbesar dan memiliki
peran krusial dalam penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pendapatan. Dengan
tingkat kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap
hampir 97% tenaga kerja (Suprayanto, 2024). Meskipun demikian UMKM kerap

kendala yang paling krusial dalam pondasi UMKM yaitu dari segi pembiayaannya.

Lembaga keuangan yang sangat berperan penting dalam pertumbuhan UMKM
dalam memfasilitasi pendanaan para pelaku UMKM. Hadir lembaga keuangan utamanya
lembaga keuangan syariah sebagai alternatif pendanaan yang memiliki risiko yang lebih
rendah dibandingkan bank konvensional yang memiliki keterbatasan agunan.

Dalam lembaga keuangan syariah, menjadi tawaran solutif kepada UMKM dengan
pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, yang memberikan kemudahan permodalan
bagi UMKM tanpa harus terikat akan bunga (riba) yang biasanya mereka dapat di
perbankan konvensional ketika melakukan peminjaman dana (Wahyudin et al., 2022).

Dalam pemberian pembiayaan kepada UMKM lazimnya produk perbankan syariah
yang digunakan adalah pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah. Salah satu akad
yang biasa digunakan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi yaitu pada
pembiayaan musyarakah dengan tingkat risiko lebih rendah hal ini sesuai dengan
pembagian nisbah kepada nasabah lebih besar dengan angsuran perbulannya yang
dibayarkan nasabah juga masih tergolong rendah (Nethania Christy & Fauzatul Laily Nisa,
2024).
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Namun, potensi besar dari pembiayaan Musyarakah ini belum tergarap maksimal
karena rendahnya literasi masyarakat terhadap instrumen pembiayaan syariah secara
umum. Dalam penelitian (Fathoni & Muzakki, 2024) nilai prinsip-prinsip syariah yang
berkeadilan dan berkelanjutan bagi ekonomi syariah ini tidak sesuai yang diharapkan oleh
nasabah dikarenakan kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap implementasi akad
musyarakah. Sehingga kurangnya pemahaman terhadap pembiayaan musyarakah ini
dalam penelitian yang dilakukan (Ulfa & Iflahah, 2022) menemukan perilaku nasabah
yang tidak peduli akan konteks akad yang diterapkan pada akad musyarakah, sehingga
norma-norma hukum syariah pembiayaan terabaikan akibat kurangnya pemahaman
nasabah.

Tak hanya pemahaman nasabah tetapi juga masih kurangnya optimalisasi prinsip
syariah dan pelaksanaan secara idealitas pada dasarnya tidak diterapkan begitu maksimal.
Hal ini seperti pada penelitian yang dilakukan (Ulfa & Iflahah, 2022) pada BMT UGT
Sidogiri Capem Ranuyoso dalam penerapan akad musyarakah, dalam penentuan tidak
sesuai dengan mekanisme musyarakah seharusnya pembagian nisbah dilakukan dengan
musyawarah bersama sehingga pembagian nisbah dilakukan secara transparan antara
kedua belah pihak. Sama halnya dalam penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Jabar
Banten Syariah KCP Tasikmalaya dimana pelaksanaan pembiayaan musyarakahnya
terdapat ketidaksesuaian antara implementasi di lapangan dan prinsip syariah yang ideal
karena masih kurangnya sosialisasi dan pengawasan. Sedangkan di penelitian yang
dilakukan oleh (Firdausi, Igbal; Ardiarta, Naylwa; Mu’is, 2023)dalam pola kerjanya
seutuhnya dipegang penuh oleh anggota dan pihak BMT Al Hikmah Semesta Cabang
Ngabul Jepara hanya memantau usaha, padahal dalam pembiayaan ini para pihak harus
berbagi porsi kerja, begitu pula dalam pembagian kerugian diperuntukkan hanya pihak
anggota, namun seharusnya dalam pembiayaan musyarakah kedua pihak harus membagi
kerugian.

Adapun gap research pada penelitian ini yang akan saya uraikan dengan penelitian
terdahulu yaitu perlunya elaborasi terhadap permasalahan yang mempengaruhi efektivitas
akad musyarakah secara holistik dan penawaran solutif terhadap permasalahan yang ada.
Sehingga dalam mengoptimalkan penerapan pembiayaan musyarakah bagi pelaku UMKM
diperlukan pemahaman literasi serta pemahaman aspek syariah terhadap akad musyarakah.
Tak hanya pemahaman nasabah yang perlu ditingkatkan, tetapi pengawasan dan
pemahaman pelaku operasional juga perlu diperhatikan agar optimalisasi akad musyarakah
dapat memenuhi idealitas akad musyarakah yang seharusnya dan mengoptimalkan
UMKM sebagai pondasi pertumbuhan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif dengan metode library
research (studi kepustakaan) untuk menggali dan menganalisis permasalahan yang
mempengaruhi efektivitas kontrak musyarakah dan menganalisis Solusi alternatif dalam
memecahkan permasalahan yang terjadi pada UMKM ketika melakukan pembiayaan

adalah narrative review. Untuk membangun kerangka pemahaman yang
komprehensif dan kritis terhadap tema penelitian, dengan mengintegrasikan berbagai
sumber literatur yang relevan. Data yang diolah dalam studi ini sepenuhnya merupakan
data sekunder, yang bersumber dari publikasi akademik, seperti website resmi kementrian
keuangan, jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional, artikel
kajian kontemporer, serta laporan resmi oleh Lembaga keuangan syariah.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A.Peran Pembiayaan Musyarakah dalam Pemberdayaan UMKM

Pembiayaan musyarakah di Indonesia, yang merupakan bagian dari perbankan
syariah, memiliki peran penting dalam penyaluran dana. Data dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan musyarakah mencapai 48.93% dari total
pembiayaan pada Desember 2023. Selain itu, pembiayaan musyarakah juga menunjukkan
pertumbuhan yang signifikan, dengan peningkatan sebesar 28,65% pada akhir tahun 2022,
di mana total dana yang dibiayai mencapai Rp 90.701.000.000 (Widodo, Rudy, Dolly,

T.A, A, 2024)
Tabel 1. Penyaluran Dana Pembiayaan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Jenis Pembiayaan 2022 2023 2024
(Miliar Rp) (Miliar Rp) (Miliar Rp)

Pembiayaan 10.376 12.252 16.295
Mudharabah

Pembiayaan 223. 680 275.930 315.878
Musyarakah

Sumber: Ototoritas Jasa Keuangan, 2024

Berdasarkan data diatas potensi pembiayaan musyarakah lebih banyak dikeluarkan
oleh perbankan dibandingkan pembiayaan mudharabah. Sehingga pembiayaan
musyarakah ini salah satu pilih pembiayaan bagi UMKM yang membutuhkan sumber
modal dilembaga keuangan syariah.

Pembiayaan memiliki peran penting dalam perkembangan UMKM, terutama dengan
menitikberatkan pada sektor-sektor produktif dan kelompok masyarakat yang lebih luas.
Untuk itu, pengembangan produk pembiayaan diformulasikan sedemikian penyalurannya
lebih terarah dan tepat guna.

B. Permasalahan Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah, dengan prinsip bagi hasil dan risiko bersama, sejatinya
menawarkan potensi besar sebagai solusi pembiayaan yang adil dan berkelanjutan,
khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di tengah
keterbatasan akses UMKM terhadap pembiayaan konvensional, musyarakah diharapkan
dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan mendorong
pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Namun, implementasinya tidak selalu mulus. Berbagai
hambatan seringkali muncul di lapangan, menghambat optimalisasi peran musyarakah
dalam memberdayakan UMKM. Hambatan-hambatan ini perlu diidentifikasi dan dipahami
secara mendalam agar solusi yang tepat dapat dirumuskan.

a. Kesulitan dalam pembagian keuntungan dan kerugian

Salah satu hambatan utama dalam implementasi pembiayaan musyarakah untuk
UMKM adalah kompleksitas dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Meskipun
prinsip bagi hasil ini menjadi inti dari musyarakah, praktiknya seringkali menghadapi
tantangan signifikan. Pertama, penentuan keuntungan dan kerugian yang transparan dan
akuntabel bukanlah perkara mudah bagi UMKM. Banyak UMKM, khususnya yang
berskala mikro dan kecil, belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang rapi dan
terstandardisasi. Hal ini menyulitkan identifikasi secara jelas mana yang merupakan
keuntungan operasional dan mana yang bukan, serta bagaimana menghitung besaran
kerugian yang mungkin timbul. Akibatnya, ada potensi salah perhitungan atau bahkan
manipulasi yang bisa merugikan salah satu pihak, baik UMKM maupun lembaga
keuangan syariah.
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Kedua, metode pembagian keuntungan yang adil dan disepakati bersama juga
seringkali menjadi perdebatan. Apakah pembagiannya berdasarkan persentase modal yang
disetor, persentase kontribusi kerja, atau kombinasi keduanya. Masing-masing metode
memiliki implikasi yang berbeda dan harus disesuaikan dengan karakteristik unik setiap
UMKM dan jenis usahanya. Kurangnya kesepahaman di awal atau perubahan kondisi
usaha di tengah jalan dapat memicu sengketa. seringkali dihindari dalam pembiayaan
konvensional, namun menjadi bagian intrinsik dari musyarakah. Dalam praktiknya, ketika
UMKM mengalami kerugian, lembaga keuangan syariah juga harus menanggung porsi
kerugian tersebut sesuai kesepakatan. Namun, tidak semua lembaga keuangan syariah
memiliki kapasitas atau kesiapan untuk secara aktif mengelola risiko kerugian ini bersama
UMKM. Di sisi lain, UMKM sendiri mungkin belum sepenuhnya memahami implikasi
pembagian kerugian ini, yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa tidak adil jika
kerugian terjadi.

Tabel 2. Penyaluran Dana Pembiayaan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Jenis Penggunaan 2022 2023 2024
UMKM (Miliar Rp) (Miliar Rp) (Miliar Rp)

Modal Kerja 47 036 46 562 44 996

Investasi 40 104 48 848 58 931

Sumber: Ototoritas Jasa Keuangan, 2024

Kesulitan-kesulitan ini secara langsung memengaruhi minat lembaga keuangan
syariah untuk menyalurkan pembiayaan musyarakah kepada UMKM, serta pada akhirnya
dapat mengurangi kepercayaan UMKM terhadap skema pembiayaan ini. Hal ini terbukti
dengan angka pemberian modal dalam penyaluran dana pembiayaan di tahun 2022 ke
2023 mengalami penuruna sebesar 4,74%, dan penurunan yang sangat signifikan ditahun
2023 sebesar 15,66% (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya
lebih lanjut untuk menyederhanakan proses, meningkatkan edukasi, dan membangun
sistem yang mendukung transparansi dalam pembagian keuntungan dan kerugian.

Permasalahan penetapan keuntungan dan kerugian ini diperlukan pendampingan
bank syariah bersama UMKM untuk memantau secara langsung manajerial keuangan
UMKM hal ini secara tidak langsung dapat memantau akuntabilitas dan transparansi
dalam menghitung keuntungan dan kerugian yang terjaid pada UMKM. Hasil Laporan
keuangan yang akuntabel dan transparan menjadi landasan utama dalam penyusunan
kesepakatan keuntungan atau k;erugian sehingga keterlibatan langsung bank syariah
memberikan pengaruh kerugian.
b. Implementasi praktik
1) Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Meskipun pembiayaan musyarakah adalah produk syariah, memastikan kepatuhan
penuh terhadap prinsip syariah dalam setiap tahapan transaksi bisa jadi rumit. UMKM,
yang sebagian besar belum memiliki pemahaman mendalam tentang fikih muamalah,
mungkin kesulitan memahami implikasi syariah dari setiap klausul perjanjian. Misalnya,
pemahaman tentang bagi hasil yang murni (profit-and-loss sharing) versus praktik mark-
up atau margin yang menyerupai bunga konvensional seringkali membingungkan. Di sisi
lain, lembaga keuangan syariah pun harus memastikan bahwa operasional mereka, mulai
dari akad hingga eksekusi proyek, benar-benar bebas dari unsur riba, gharar
(ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi). Proses due diligence syariah yang
ketat dan pemantauan berkelanjutan diperlukan, namun seringkali terkendala oleh
keterbatasan sumber daya dan kapasitas lembaga keuangan syariah, terutama yang

178



berskala kecil atau menengah. Jika kepatuhan syariah ini tidak terjaga, keabsahan dan
keberkahan transaksi akan dipertanyakan, yang pada akhirnya dapat mengurangi
kepercayaan baik dari UMKM maupun masyarakat.

2) Transaparansi dan Akuntabilitas

Aspek transparansi dan akuntabilitas adalah jantung dari musyarakah. Tanpa
keduanya, prinsip bagi hasil akan sulit diwujudkan secara adil. Namun, dalam konteks
UMKM, pencapaian transparansi dan akuntabilitas seringkali terhambat. Banyak UMKM
masih mengelola keuangan secara sederhana, bahkan terkadang mencampuradukkan
keuangan pribadi dan wusaha. Ini menyulitkan lembaga keuangan syariah untuk
memverifikasi laporan keuangan, melacak penggunaan dana, dan memantau Kinerja
proyek secara real-time.

Ketiadaan data keuangan yang akurat dan terverifikasi menghambat lembaga
keuangan syariah dalam membuat keputusan pembiayaan yang tepat dan melakukan
pengawasan yang efektif. Ini juga memicu kecurigaan dan banyak diintervensi, sementara
lembaga keuangan syariah merasa sulit mengawasi investasinya. Akibatnya, risiko moral
hazard meningkat dan tujuan bagi hasil yang adil menjadi sulit dicapai.

3) Dokumentasi dan pencatatan

Terakhir, dokumentasi dan pencatatan yang lengkap menjadi fondasi penting bagi
transparansi dan akuntabilitas, namun seringkali menjadi titik lemah bagi UMKM. Banyak
UMKM belum memiliki sistem pencatatan transaksi yang sistematis, baik itu penerimaan,
pengeluaran, persediaan, maupun aset. Hal ini tidak hanya menyulitkan UMKM sendiri
dalam mengelola usahanya, tetapi juga menyulitkan lembaga keuangan syariah dalam
melakukan verifikasi dan pelaporan.

Kesalahan atau ketidaklengkapan dalam dokumentasi dapat menimbulkan sengketa
di kemudian hari, terutama terkait perhitungan bagi hasil atau penentuan kerugian.
Keterbatasan UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang standar, seperti laporan
laba rugi atau neraca, memaksa lembaga keuangan syariah untuk melakukan upaya ekstra
dalam verifikasi data, atau bahkan mengurungkan niat untuk memberikan pembiayaan
karena tingkat risiko yang tidak terukur.

KESIMPULAN

Sebagai salah satu alat keuangan syariah yang memiliki potensi besar untuk
memajukan dan memberdayakan UMKM di Indonesia, pembiayaan musyarakah
memberikan keuntungan melalui mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko yang adil.
Meskipun demikian, penerapan metode ini masih menghadapi berbagai tantangan penting,
seperti rendahnya pemahaman tentang syariah, kurangnya transparansi, serta keterbatasan
dalam sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan. Oleh karena itu, untuk
memastikan pembiayaan musyarakah dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung
sektor produktif, dibutuhkan upaya terintegrasi, termasuk peningkatan literasi dan
pemahaman tentang syariah, penguatan pengawasan, serta pengembangan sistem
pencatatan yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan analisis yang terdapat dalam artikel ini, disarankan agar optimalisasi
pembiayaan musyarakah untuk pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan
pengertian mekanisme akad dan pembagian keuntungan serta kerugian sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah perlu memperkuat peran
mereka dalam mendampingi dan mengawasi secara aktif, memastikan bahwa proses
penetapan nisbah dilakukan dengan cara musyawarah dan transparan, serta mendorong
pencatatan keuangan yang tertib di kalangan UMKM. Sinergi antara edukasi dan

179



penguatan pengawasan diharapkan dapat menciptakan pembiayaan yang lebih adil,
berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat memaksimalkan potensi
UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
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